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ABSTRAK

TIKA RESKI VALENSIA, 97290/2009 : PELAKSANAAN KOORDINASI
DI KANTOR CAMAT BATIPUH KABUPATEN TANAH DATAR

Penelitian ini dilatar belakangi oleh masih belum optimalnya pelayanan
masyarakat yang dilakukan di kantor Camat Batipuh Kabupaten Tanah Datar. Hal
ini disebabkan karena kurangnya koordinasi yang dilakukan di kantor Camat
Batipuh Kabupaten Tanah Datar. Sedangkan penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui bagaimana pelaksanaan  koordinasi di kantor Camat Batipuh
Kabupaten Tanah Datar, apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan koordinasi
di kantor Camat Batipuh Kabupaten Tanah Datar dan upaya apa yang dilakukan
untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan koordinasi di kantor Camat Batipuh
Kabupaten Tanah Datar.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan
metode deskriptif. Informan ditentukan secara purposive sesuai dengan tujuan
penelitian yang ditetapkan. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data
sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan
studi dokumentasi. Sedangkan uji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi
sumber. Kemudian data dianalisis melalui tahap reduksi data, penyajian data dan
pengambilan kesimpulan/verifikasi yang dilakukan selama proses penelitian
berlangsung.

Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan di kantor Camat Batipuh
Kabupaten Tanah Datar belum optimal. Karena adanya kendala-kendala yang
dihadapi di kantor Camat Batipuh Kabupaten Tanah Datar saat melakukan
koordinasi. Kurangnya koordinasi yang dilakukan, tidak profesional saat
melakukan tugas dan wewenang, kurang disiplinya pegawai kantor Camat
Batipuh saat melakukan pelayanan, serta kurang profesionalnya pegawai kantor
camat pada bidang kerjanya masing - masing.

Diharapkan seluruh aparat kantor Camat Batipuh dan aparat terkait untuk
dapat menyumbangkan waktu yang tepat dan mengarahkan pelaksanaan
koordinasi untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada
sasaran yang telah ditentukan agar tidak terjadinya pelayanan yang kurang baik
untuk masyarakat. Diharapkan Camat selalu memberikan motivasi tetapi juga
memberikan sanksi yang tegas kepada pegawai yang melakukan pelanggaran
disiplin.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Organisasi pada umumnya mempunyai sasaran pelayanan yang ditujukan
kepada manusia yang mempunyai keinginan sesuai dengan pola pikirnya.
Menurut Herbert G. Hicks dan C.Ray Gullet (1995 : 56) “ Setiap organisasi harus
selalu peka terhadap aspirasi, keinginan, tuntutan dan berbagai kebutuhan
kelompok dengan siapa organisasi berinteraksi”. Tuntutan berbagai pihak yang
berkepentingan mengharuskan para pimpinan organisasi untuk selalu terlibat
dalam perubahan.

Dalam suatu organisasi kegiatan-kegiatan dibagi dan didistribusikan,
namun pimpinan perlu mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan agar tujuan
organisasi dapat tercapai secara efektif. Hal ini secara tidak langsung terlihat
bahwa di dalam organisasi harus ada suatu struktur organisasi yang jelas. The
Liang Gie (1970 : 90) mengatakan bahwa ”’struktur organisasi adalah kerangka
yang mewujudkan pola tetap dari hubungan-hubungan di antara bidang-bidang
kerja, maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan dan peranan masing-
masing dalam kebulatan kerja sama”. Dari pengertian itu dapat diambil
kesimpulan bahwa suatu organisasi tidak akan berjalan lancar apabila tidak ada
struktur yang jelas dan disertai pemimpin organisasi yang baik untuk

mengkoordinasikan suatu tugas di dalam organisasi.



Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan menurut G.R. Terry bahwa
koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan
jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan
suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan.
Sedangkan menurut E.F.L. Brech, koordinasi adalah mengimbangi dan
menggerakkan tim dengan memberikan alokasi kegiatan pekerjaan yang cocok
dengan masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan
keselarasan yang semestinya di antara para anggota itu sendiri, (Hasibuan,
2007:85).

Kemampuan pimpinan untuk mengkoordinasikan secara efektif sebagian
besar tergantung dari bawahan atau anggota organisasi untuk menyadari dan
mewujudkan komitmennya terhadap organisasi. Pengkoordinasian merupakan
upaya untuk menyamakan kesatuan-kesatuan, pekerjaan-pekerjaan dan orang-
orang agar dapat bekerja secara tertib dan seiring menuju ke arah tercapainya
suatu tujuan tanpa terjadinya kekacauan, penyimpangan, percekcokkan dan
kekosongan kerja, jadi koordinasi dapat dimaknai sebagai proses penyatupaduan
sasaran dan kegiatan-kegiatan dari unit-unit lembaga untuk mencapai tujuan
lembaga secara efektif dan efisien. Agar langkah-langkah kegiatan yang
terkoordinasi dapat terwujud perlu disusun tim koordinasi yang mencerminkan
keterpaduan unit-unit terkait yang terlihat dari kegiatan tersebut. Di samping itu
akan terlihat peran masing-masing anggota termasuk tanggung jawabnya dalam

masing-masing langkah kegiatan.



Kebutuhan koordinasi atas ketergantungan kelompok terjadi apabila
organisasi tidak lagi tergantung antara satu sama lainnya untuk melaksanakan
suatu pekerjaan sehari-hari, tetapi tergantung pada fasilitas yang memadai dari
setiap unit demi tercapainya hasil akhir. Kebutuhan ini tercermin pada suatu unit
organisasi yang harus melaksanakan kegiatan terlebih dahulu sebelum unit-unit
selanjutnya dapat bertindak. Kebutuhan koordinasi atas ketergantungan timbal
balik melibatkan adanya hubungan saling memberi, menerima dan saling
menguntungkan di antara unit-unit kerja. Menurut Wursanto (2005 : 252), “Fungsi
koordinasi dalam usaha mencapai tujuan organisasi atau tujuan dalam sebuah
kantor ialah mengarahkan semua aktivitas dari setiap unit atau satu kesatuan kerja
ke satu sasaran, yaitu tujuan organisasi. Tidak adanya koordinasi mengakibatkan

unit-unit satuan kerja membentuk garis - garis paralel yang tidak akan bersatu”.

Berbagai inovasi terus dilakukan pemerintan untuk memudahkan
masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari instansi pemerintah di pusat
maupun di daerah karena kualitas pelayanan publik merupakan perwujudan
pencitraan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah
satunya pada instansi pemerintah di daerah khususnya di Kecamatan. Kecamatan
merupakan instansi pemeritahan daerah yang langsung berinteraksi dengan
masyarakat. Kecamatan merupakan bagian integral dari Pemerintah Kabupaten/
Kota berkewajiban mensukseskan pencapaian visi dan misi yang ditetapkan oleh
Pemerintah Kabupaten/kota yang pada hakekatnya membantu Walikota / Bupati
dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan

kemasyarakatan dalam wilayah Kecamatan.



Seharusnya dari visi dan misi yang telah ada, pelayanan di kantor Camat
terhadap masyarakat dapat berjalan dengan baik dan diiringi juga dengan
koordinasi yang baik pada Kecamatan, agar masyarakat merasa tidak disulitkan
oleh pemerintahnya sendiri. Tapi didalam kehidupan nyata banyak terjadi
kekacauan, penyimpangan, perselisihan dan kekosongan kerja yang
memperlihatkan koordinasi yang kurang baik. Salah satunya peneliti menguraikan
beberapa masalah yang ditemukan pada kantor Camat Batipuh Kabupaten Tanah

Datar sebagai tempat penelitian.

Permasalahan yang peneliti lihat pada waktu melakukan observasi dan
penelitian, yaitu pelaksanaan koordinasi di kantor Camat Batipuh Kabupaten
Tanah Datar terlihat kurang berjalan secara efektif. Adanya tugas pokok dan
fungsi dari setiap pegawai dan staf di kantor Camat Batipuh lebih mempermudah
pegawai dan staf untuk mencapai Visi dan Misi serta target apa yang telah
dirancang agar pelayanan dan pelaksanaan koordinasi di kantor Camat Batipuh
terlinat berjalan secara efektif. Didalam organisasi atasan atau pemimpin
memberikan dan menyampaikan pengarahan secara tegas kepada bawahannya.
Disini camat dibutuhkan sebagai pengarah dari apa yang telah diputuskan dan
supaya koordinasi antar bagian dalam kantor camat tersebut terarah dan terlihat
baik. Kurang harmonisnya hubungan antara satu pegawai dan pegawai lainnya
membuat kerjasama yang dilakukan kurang seimbang dan tidak saling

menguntungkan antara satu bagian dengan bagian yang lainnya.

Selain itu ada pegawai kecamatan yang tidak profesional dalam

melaksanakan tugas dan wewenang saat berkoordinasi di Kantor Camat Batipuh.



Hal ini terlihat dari bagaimana petugas sering memilah-milah tugas mana yang
akan dikerjakan atau adanya perlakuan khusus terhadap sebuah tanggung jawab
kerja yang dilakukannya. Pada Kasubag Umum dan Perencanaan dengan Kasi
Pelayanan Umum yang mana setiap kegiatan administrasi seperti pengurusan
surat sering terhambat dan tertundanya pengkoreksian atau pengesahan, karena
adanya kekurangan pegawai dan staf yang paham dengan suatu data pada
bidangnya. Kurangnya disiplin pegawai Kantor Camat Batipuh saat melakukan
tugas sehingga kurangnya efisiensi waktu dalam pengerjaan suatu kegiatan pada
kantor Camat Batipuh. Ini dilihat dari beberapa pegawai kantor Camat yang lalai
dalam mengerjakan tugas, serta keterlambatan datangnya pegawai ke kantor
Camat. Tanpa koordinasi para individu bagian-bagian akan kehilangan
pemahaman akan peran mereka didalam organisasi dan tergoda untuk mengejar
kepentingan khusus mereka sendiri, seringkali dengan mengorbankan tujuan

organisasi yang lebih besar.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji  atau
membahasnya lebih lanjut yang di sajikan melalui tulisan dalam bentuk Skripsi
yang berjudul, “ PELAKSANAAN KOORDINASI DI KANTOR CAMAT

BATIPUH KABUPATEN TANAH DATAR .



B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah di uraikan diatas maka dapat di

identifikasikan masalah sebagai berikut:

1. Kurangnya pelaksanaan koordinasi yang dilakukan pegawai di Kantor Camat
Batipuh.

2. Tidak professionalnya cara kerja pegawai di Kantor Camat Batipuh dalam
melaksanakan tugas dan wewenang saat berkoordinasi.

3. Kurangnya disiplin pegawai Kantor Camat Batipuh saat melakukan tugas.

4. Kurangnya efisiensi waktu dalam pengerjaan suatu kegiatan pada kantor
Camat Batipuh.

5. Kurangnya pegawai dan staf serta adanya kelalaian pada saat bekerja.

6. Kurang harmonisnya hubungan antara satu pegawai dengan pegawai lainnya.

C. Batasan Masalah
Agar penelitian ini terarah maka penulis membatasi masalah hanya pada

pelaksanaan koordinasi antar bagian dalam pelaksanaan tugas kepegawaian yaitu :

1. Pelaksanaan koordinasi di kantor Camat Batipuh Kabupaten Tanah Datar.

2. Kendala-kendala yang ditemukan dalam menjalani koordinasi di kantor
Camat Batipuh Kabupaten Tanah Datar.

3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan

koordinasi di kantor Camat Batipuh kabupaten Tanah Datar



Rumusan Masalah

Bagaimanakah Pelaksanaan koordinasi di kantor Camat Batipuh Kabupaten
Tanah Datar ?

Kendala-kendala apa sajakah yang ditemui dalam menjalani koordinasi di
kantor Camat Batipuh Kabupaten Tanah Datar ?

Upaya-upaya apa sajakah yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam

pelaksanaan koordinasi di kantor Camat Batipuh kabupaten Tanah Datar ?

Tujuan Penelitian
Penelitian ini penulis lakukan bertujuan untuk :
Untuk mendeskripsikan pelaksanaan koordinasi di kantor Camat Batipuh
Kabupaten Tanah Datar.
Untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang ditemui dalam menjalankan
koordinasi di kantor Camat Batipuh Kabupaten Tanah Datar.
Untuk mendeskripsikan upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala
dalam pelaksanaan koordinasi di kantor Camat Batipuh kabupaten Tanah
Datar.
Manfaat Penelitian
Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat :
1. Secara teorits, yaitu :

a. Memberikan Kontribusi pemikiran mengenai pelaksanaan koordinasi

di kantor Camat Batipuh Kabupaten Tanah Datar.



b. Memberikan alternatif solusi didalam peleksanaan koordinasi di
kantor Camat Batipuh Kabupaten Tanah Datar.
2. Secara Praktis,yaitu :
a. Bagi peneliti diharapkan berguna dalam rangka pengembangan ilmu
yang dapat di aplikasikan dengan kenyataan di lapangan.
b. Meningkatkan dan menumbuhkan wawasan berfikir serta
pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan masalah yang sedang

diteliti.



BAB I1
KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Teoritis

Pada kajian teori ini peneliti akan membahas tentang Konsep Koordinasi
dan unsur — unsur penting dengan adanya sebuah koordinasi pada kantor camat
serta pengertian dan tugas pokok dan fungsi dari kepegawaian.
a. Pengertian Koordinasi

Reformasi pemerintahan yang terjadi di Indonesia telah mengakibatkan
terjadinya pergeseran paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari paradigma
sentralistis kearah desentralisasi nyata yang ditandai dengan pemberian otonomi
yang lebih luas dan nyata pada daerah. Sebagai konsekuensi logis dari kebijakan-
kebijakan pemerintah adalah berubahnya kedudukan, tugas, dan fungsi lembaga-
lembaga pemerintahan di pusat dan daerah. Perubahan ini diakibatkan oleh
kewenangan masing-masing level pemerintah yang berdampak pada perubahan

beban dan karakteristik tugas (HAW,Widjaya. 2004:27-28).

Dengan adanya pengelompokan tugas-tugas sehubungan dengan
dibentuknya unit-unit dalam organisasi (Biro-biro, bagian-bagian, direktorat-
direktorat, seksi-seksi dan lain-lain) maka ada kecendrungan timbulnya suatu
kekuatan yang menimbulkan diri dari induknya (gerak sentrifugal). Masing-
masing unit yang memiliki tugas khusus dan keahlian tersebut cenderung untuk
hanya memberikan perhatian yang besar terhadap usaha unitnya masing-masing,
sehingga cenderung untuk melupakan tujuan organisasi keseluruhannya dalam

lingkup yang jelas. Oleh karena itu, perlu ada suatu kekuatan yang lain untuk
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mengembalikan gerak yang memisahkan dirinya supaya kembali keinduknya
(gerak sentripetal). Untuk melaksanakan gerak sentripetal dipergunakan antara

lain koordinasi.

Handoko (2003:195) mendefinisikan koordinasi (coordination) sebagali
proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan
yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk
mencapai tujuan organisasi secara efisien. Sedangkan menurut Mc. Farland
(Handayaninggrat, 1985:89) koordinasi adalah suatu proses di mana pimpinan
mengembangkan pola usaha kelompok secara teratur di antara bawahannya dan

menjamin kesatuan tindakan di dalam mencapai tujuan bersama.

Koordinasi (coordination) adalah kegiatan pengaturan usaha sekelompok
orang secara terarah dan teratur untuk menciptakan kesatuan gerak atau tindakan
dalam usaha mencapai tujuan organisasi. Koordinasi juga merupakan usaha untuk
mendapatkan sinkronisasi usaha yang berpangkal pada waktu dan tata urutan
pelaksanaan pekerjaan. Dengan kata lain koordinasi adalah suatu usaha untuk
mendapatkan keselarasan gerak, keselarasan aktivitas dan keselarasan tugas antara
satuan organisasi yang ada dalam organisasi. Dengan demikian tujuan organisasi
akan tercapai secara efektif apabila semua orang, semua pejabat, dan semua unit
atau satuan organisasi serta semua sumber daya diselaraskan dengan tujuan

organisasi (Wursanto, 2005 : 251) .

Dapat disimpulkan bahwa koordinasi dalam penelitian ini adalah: Upaya

pelaksanaan tim atau menggerakkan unit-unit terkait dalam menyatukan kegiatan



11

satuan — satuan kerja ( unit — unit ) organisasi sehingga menciptakan kesatuan
gerak atau tindakan dalam usaha mencapai tujuan organisasi secara efektif dalam

pelaksanaan tugas kepegawaian dikantor Camat Batipuh Kabupaten Tanah Datar.

b. Proses Koordinasi

Menurut arahannya koordinasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu
koordinasi vertikal dan koordinasi horizontal menurut Soekarno K (Wursanto,

2005 : 251) yaitu :

1. Koordinasi Vertikal, adalah tindakan atau kegiatan penyatuan atau
pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan — kegiatan unit —
unit atau satuan kerja yang langsung ada dibawah wewenang dan tanggung
jawab.

2. Koordinasi Horizontal, dibedakan menjadi dua, yaitu interdisciplinary dan
interrelated.

a) Koordinasi Interdisiplinary, adalah suatu koordinasi dalam rangka
mengarahkan atau menyatukan tindakan untuk mewujudkan
disiplin antara unit yang satu dengan yang lain, baik secara internal
maupun secara eksternal pada unit — unit yang memiliki tugas yang
sama.

b) Koordinasi Interelated, adalah koordinasi antar badan instansi atau
lembaga yang fungsinya satu sama lain saling bergantung atau

mempunyai kaitan secara internal maupun secara eksternal.
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Pendekatan untuk melaksanakan koordinasi yang efektif ( Stoner, 1996 :

321), yaitu :

1. Teknik manajemen dasar.

Masalah organisasi dengan tuntutan koordinasi yang palig sederhana

seringkali dapat ditanggulangi dengan menggunakan mekanisme manajerial

dasar untuk mencapai pengendalian.

a)

b)

Hirarki manajerial. Rantai komando organisasi menyatakan hubungan
diantara para anggota dan unit — unit yang mereka awasi, sehingga
mempermudah aliran informasi dan kerja diantara unit — unit yang
ada.

Aturan dan prosedur. Aturan dan prosedur organisasi dirancang untuk
menangani kejadian rutin yang mungkin akan timbul. Jika aturan dan
prosedur tersebut diikuti secara teratur, para bawahan dapat
mengambil tindakan secara cepat dan bebas sehingga para menejer
mempunyai banyak waktu untuk mengkaji kejadian — kejadian baru
dan unik.

Rencana dan tujuan. Rencana dan tujuan akan terkoordinasi apabila
semua unit mencurahkan usahanya kepada target yang sama dalam

cakupan yang luas.

Kosong atau kurangnya koordinasi dalam suatu organisasi atau pada

sebuah kantor akan terlihat dari adanya gejala- gejala yang berikut ( The Liang

Gie, 1970 : 91-92) :
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a) Petugas atau satuan — satuan organisasi atau pegawai dalam sebuah
ruangan kantor akan bertengkar menuntut suatu bidang kerja atau
wewenang yang masing — masing menganggap termasuk dalam
lingkungan tugasnya. Dalam hal ini sering terjadi kekembaran dalam
pelaksanaan suatu pekerjaan yang memboroskan tenaga kerja, waktu
dan material.

b) Petugas atau satuan—satuan organisasi atau pegawai dalam sebuah
kantor saling melemparkan sesuatu tanggungjawab kepada pihak lain
karena masing-masing merasa bahwa sesuatu pekerjaan tidak
termasuk dalam ruang lingkup tugasnya. Pengingkaran tanggung
jawab biasanya mengakibatkan adanya kekosongan tindakan yang
semestinya dijalankan.

c) Pencapaian tujuan organisasi tidak berjalan secara lancar karena
suasana organisasi atau kantor terasa serba kacau, para petugas atau
pegawai nampak ragu dalam pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan,
ternyata serba salah saling berbenturan atau bahkan hasil pekerjaan
yang satu saling dihapuskan oleh pekerjaan yang lain tanpa disadar.

Peningkatan Potensi Koordinasi.

Apabila berbagai unit organisasi mangkin saling tergantung atau
memperbesar ukurannya, dan memperluas fungsinya maka makin banyak
informasi yang diperlukan organisasi untuk mencapai tujuannya, sehingga

potensinya untuk mengkoordinasi juga harus ditingkatkan.
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Potensi koordinasi dapat ditingkatkan dalam dua arah, secara vertical dan
lateral (Stoner, 1996 : 322) :
a)  Sistem informasi vertikal, merupakan cara untuk mengirimkan data
ketingkat atas dan bawah organisasi.
b)  Hubungan lateral, dengan memotong garis komando hubungan lateral
memungkinkan pertukaran informasi dan pengambilan keputusan
pada tingkat yang benar-benar membutuhkan informasi.

3. Mengurangi kebutuhan akan Organisasi

Apabila teknik manajemen dasar tidak memadai, koordinasi dapat
ditingkatkan melalui pengurangan kebutuhan akan koordinasi yang ketat.
Galbraith (Stoner, 1996:323) menguraikan dua cara menguraikan kebutuhan

akan koordinasi :

a) Penyediaan sumber daya cadangan. Penyediaan sumber daya
cadangan memberi kelonggaran pada unit-unit dalam memenuhi
tuntutan unit lainnya.

b)  Pembentukan unit-unit yang independen. Cara lain untuk mengurangi
kebutuhan akan koordinasi adalah pembentukan unit yang dapat

melaksanakan secara internal semua aspek dari satu tugas.
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Dalam mewujudkan koordinasi yang baik, Tjahya Supriatna (1986)
mengemukakan perlunya cara — cara lain, yaitu :
1) Konferensi lengkap
2) Pertemuan resmi
3) Pembentukan badan — badan koordinasi
4) Wawancara dengan bawahan
5) Buku pedoman organisasi
6) Pembentukan panitia edaran beranti
7) Membuat kode, tanda, simbol, alat penghubung dalam rangka

menciptakan KIS (Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi).

Apabila dalam sebuah kantor dilakukan koordinasi maka ada beberapa

manfaat yang dapat dipetik (Sutarto, 1998 : 146), yaitu :

a) Dengan koordinasi dapat dihindarkan perasaan lepas satu sama lain
antara pegawai atau antara para pejabat yang ada dalam kantor
camat tersebut.

b) Dengan koordinasi dapat dihindarkan perasaan atau suatu pendapat
bahwa satuan organisasinya atau jabatannya merupakan yang
paling penting.

¢) Dengan koordinasi dapat dihindari timbulnya perebutan fasilitas.

d) Dengan koordinasi dapat dihindari peristiwa waktu menunggu

yang memakan waktu lama.
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e) Dengan koordinasi dapat ditumbuhkan keadaan diantara pejabat
untuk dihindarkan kemungkinan terjadinya kebaikan bagi dirinya,
keselamatan bagi dirinya atas kerugian sesama pejabat lainnya.

f) Dengan koorinasi dapat dijamin adanya kesatuan sikap,
kebijaksanaan, langkah dan tindakan antar pegawai dan pejabat.

g) Dengan koordinasi dapat menimbulkan kesadaran antara pejabat
yang ada dalam satuan organisasi yang sama.

h) Dengan koordinasi dapat ditimbulkan kesadaran antara pejabat

untuk saling memberitahu masalah yang dihadapi bersama.

Peningkatan spesialisasi akan menaikkan kebutuhan akan koordinasi.
Tetapi semakin besar derajat spesialisasi, semakin sulit bagi manajer untuk
mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan khusus dari satuan-satuan yang berbeda.
Paul R. Lawrence dan Jay W. Lorch (Handoko, 2003:197) mengungkapkan 4
(empat) tipe perbedaan dalam sikap dan cara kerja yang mempersulit tugas

pengkoordinasian, yaitu:

1. Perbedaan dalam orientasi terhadap tujuan tertentu.

Para anggota dari departemen yang berbeda mengembangkan pandangan
mereka sendiri tentang bagaimana cara mencapai kepentingan organisasi yang
baik. Misalnya bagian penjualan menganggap bahwa diversifikasi produk harus
lebih diutamakan daripada kualtias produk. Bagian akuntansi melihat

pengendalian biaya sebagai faktor paling penting sukses organisasi.
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2. Perbedaan dalam orientasi waktu.

Manajer produksi akan lebih memperhatikan masalah-masalah yang harus
dipecahkan segera atau dalam periode waktu pendek. Biasanya bagian penelitian
dan pengembangan lebih terlibat dengan masalah-masalah jangka panjang.

3. Perbedaan dalam orientasi antar-pribadi.

Kegiatan produksi memerlukan komunikasi dan pembuatan keputusan yang
cepat agar prosesnya lancar, sedang bagian penelitian dan pengembangan
mungkin dapat lebih santai dan setiap orang dapat mengemukakan pendapat serta
berdiskusi satu dengan yang lain.

4. Perbedaan dalam formalitas struktur.

Setiap tipe satuan dalam organisasi mungkin mempunyai metode-metode
dan standar yang berbeda untuk mengevaluasi program terhadap tujuan dan untuk

balas jasa bagi karyawan.

c.  Organisasi Kecamatan

Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana
teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh
camat. Sedangkan Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati/Wali kota melalui sekretaris daerah. Organisasi Kecamatan memiliki
fungsi dan tanggung jawab untuk membantu Bupati dalam mengoptimalkan
kegiatan-kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan
yang berada dilingkup wilayah Kecamatan.Organisasi kecamatan dipimpin oleh
(1) satu camat, 1 (satu) sekretaris (kecamatan), paling banyak 5 (lima) seksi yang

masing-masing dipimpin oleh 1 (satu) kepala seksi, dan sekretariat membawahkan
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paling banyak 3 (tiga) sub bagian yang masing-masing dikepalai oleh 1 (satu)
kepala sub bagian.
Organisasi yang baik, efektif, efisien serta sesuai dengan kebutuhan, harus
didasarkan pada asas, beberapa azas dalam organisasi adalah sebagai berikut :
1. Azas Tujuan Organisasi (Principle of organizational objectives)
Tujuan organisasi harus jelas dan rasional; apakah bertujuan untuk
mendapatkan laba ataukah untuk memberikan pelayanan. Hal ini
merupakan bagian penting dalam menentukan struktur organisasi.
2. Asas Kesatuan Tujuan (Principle of unity of objective)
Suatu organisasi harus ada kesatuan yang ingin dicapai. Organisasi secara
keseluruhan dan tiap-tiap bagiannya harus berusaha untuk mencapai tujuan
tersebut.organisasi akan kacau bila tidak memiliki kesatuan tujuan.
3. Azas Kesatuan Perintah (Principle of unity of command)
Setiap  bawahan  menerima  perintah  ataupun  memberikan
pertanggungjawaban hanya kepada satu orang atasan, namun Sseorang
atasan dapat memerintah beberapa orang bawahan.
4. Asas Rentang Kendali (Principel of the span of management)
Seorang manajer hanya dapat memimpin secara efektif sejumlah bawahan
tertentu, misalnya 3 sampai 9 orang. Jumlah bawahan ini tergantung

kecakapan dan kemampuan manajer bersangkutan.
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5. Asas Pendelegasian Wewenang (Principle of delegation of authority)
Hendaknya pendelegasian wewenang dari seorang atau sekelompok orang
kepada orang lain jelas dan efektif sehingga seorang manajer mengetahui
wewenangnya.

6. Azas Keseimbangan Wewenang Dan Tanggung Jawab (Principle of parity

of authority and responsibility)
Wewenang dan tanggung jawab harus seimbang. Wewenang yang
didelegasikan dengan tanggung jawab yang timbul harus sama besarnya,
hendaknya  wewenang  yang  didelegasikan  tidak  meminta
pertanggungjawaban yang lebih besar dari wewenang itu sendiri ataupun
sebaliknya.

7. Azas Tanggung Jawab (Principle of responsibility)

Pertanggungjawaban dari bawahan terhadap atasan harus sesuai dengan
garis wewenang (line authority) dan pelimpahan wewenang. Dengan kata
lain, seseorang hanya akan bertanggung jawab kepada orang yang
melimpahkan wewenang tersebut.

8. Azas Pembagian Kerja (Principle of departmentation)

Pengelompokan tugas-tugas, pekerjaan atau kegiatan-kegiatan yang sama
ke dalam satu unit kerja hendaknya didasarkan atas eratnya hubungan
pekerjaan tersebut.

9. Azas Penempatan Personalia (Principle of personnel placement).
Penempatan orang-orang pada setiap jabatan harus didasarkan atas

kecapakan, keahlian dan keterampilannya (the right man, in the right job) :
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mismanagement penempatan harus dihindarkan. Efektivitas organisasi
yang optimal memerlukan penempatan karyawan yang tepat. Untuk itu
harus dilakukan seleksi yang objektif dan berpedoman atas job
specification dari jabatan yang akan diisinya.

10. Azas Jenjang Berangkai (Principle of scalar chain)
Saluran perintah atau wewenang dari atas ke bawah harus merupakan mata
rantai vertical yang jelas dan tidak terputus-putus serta menempuh jarak
terpendek., jelas dan menempuh jarak terpendeknya. Hal ini penting,
karena dasar organisaasi yang fundamental adalah rangkaian wewenang
dari atas ke bawah.

11. Azas efisiensi (Principle of efficiency)
Suatu organisasi dalam mencapai tujuannya harus dapat mencapai hasil
yang optimal dengan pengorbanan yang minimal.

12. Azas Kesinambungan (Principle of continuity)
Organisasi harus mengusahakan cara-cara untuk menjamin kelangsungan
hidupnya.

13. Azas Koordinasi (Principle of coordination)
Merupakan rangkaian dari asas-asas organisasi lainnya. Koordinasi
dimaksudkan untuk mensinkronkan dan mengintegrasikan segala tindakan,

supaya terarah pada sasaran yang ingin dicapai.
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d. Koordinasi Horizontal di Kecamatan

Pengertian koordinasi horizontal menurut Daan Suganda ( jurnal Herman
Siregar dan Hery Suryadi, 2011) yaitu koordinasi antar pejabat atau antar unit
yang mempunyai tingkat hierarki yang sama dalam suatu organisasi dan antar
pejabat dari organisasi-organisasi yang sederajat atau organisasi setingakat.
Menurut Sutarto (jurnal Distaman,2011) Bentuk koordinasi horizontal tersebut di

implementasikan dalam bentuk, yaitu :

a) Mengadakan pertemuan koordinasi antar pegawai dan staf

b) Mengadakan pertemuan formal antara pegawai dan staf yang disebut rapat

c) Membuat edaran berantai kepada pejabat atau pegawai dan staf yang
diperlukan

d) Mengangkat koordinator dalam pelaksanaan koordinasi

e) Membuat buku pedoman organisasi, pedoman tatakerja dan kumpulan

peraturan dalam pelaksanaan koordinasi di kantor

Selanjutnya Harold Koontz (S.P. Siagian, 2005:124) bahwa dalam
pelaksanaan koordinasi perlu diperhatikan dalam unsure pembagian pekerjaan
tindakan koordinasi akan terarah dan berusaha untuk mencapai sasaran secara

optimal diantaranya ;

1) Adanya rencana kerja
Dalam pelaksanaan koordinasi yang paling utama adalah rencana kerja
yang disusun dimana dalam rencana kerja telah digambarkan mengenai maksud

dan tujuan dilakukannya koordinasi dan siapa yang menjadi sasaran dalam
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kegiatan ini. Rencana kerja yang ada didalam koordinasi biasanya di proses
melalui berbagai pertemuan dan kesepakatan sehingga nantinya akan dicapai
dalam pelaksanaan koordinasinya dalam perencanaan kerja yang akan
dikoordinasikan diperlukan adanya penjabaran mengenai sasaran yang

dikoordinasikan.

2) Adanya pertemuan-pertemuan

Dalam pelaksanaan koordinasi agar terjadinya sinkronisasi atau
keselarasan dari pihak-pihak yang dikoordinir maka peranan daripada komunikasi
dapat menunjang kelancaran tugas koordinator untuk menyatupadukan
kegiatan yang sudah diprogramkan, dengan demikian jelas bahwa frekuensi
pertemuan antara koordinator dengan orang-orang Yyang dikoordinir perlu
ditingkatkan. Pertemuan-pertemuan ini bertujuan untuk melakukan evaluasi
pada pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan sehingga dapat terlihat adanya

penyimpangan-penyimpangan program.

Dengan melakukan pertemuan dari setiap pihak dapat mengemukakan
beberapa kendala dan bersama-sama akan dibahas jalan solusinya untuk
memecahkan hal tersebut, biasanya semakin banyak pertemuan yang dilakukan

maka akan semakin memperlancar kegiatan yang di programkan.

3) Adanya komunikasi
Komunikasi yang dilakukan dalam pelaksanaan koordinasi merupakan
faktor-faktor yang menentukan keberhasilan  pemerintah, komunikasi

pengertiannya adalah pemberian informasi kepada orang lain dengan harapan
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orang yang menerima informasi dapat memahami dan mengubah tingkah
lakunya atau melaksanakan informasi yang disampaikan tersebut. Dari hasil
komunikasi inilah seseorang coordinator dapat melihat apa saja kendala yang

dihadapi dalam pelaksanaan program yang akan dilaksanakan.

4) Adanya pembagian kerja dan hubungan kerja
Tumpang tindihnya pekerjaan yang dilakukan oleh suatu unit organisasi
atau kelompok dalam melaksanakan program yang dilakukan oleh suatu
organisasi adanya unsur pembagian kerja yang tidak jelas atau adanaya
ketidakpahaman antara pelaksana program yang menyebabkan pencapaian hasil

kerja belum dapat optimal sesuai rencana kerja.

Dari pendapat diatas diatur wujud pelaksanaan koordinasi adalah
komunikasi dan formalisasi. Komunikasi yang dimaksud disini adalah komunikasi
riil sebagai media koordinasi sedangkan formalisasi adalah pedoman pelaksanaan
koordinasi oleh karena itu koordinasi hanya mungkin terjadi apabila ada
kesadaran dan kesediaan dari unit-unit organisasi atau pimpinan organisasi
disemua level untuk saling berkoordinasi dalam proses pelaksanaaan kerja
dibawah pengarahan seseorang yang mempunyai kewenganan fungsional

(Sondang P. Siagian, 1979 : 127).

Berdasarkan pendekatan yang dikemukakan diatas, maka proses dan
mekanisme tidak bermula dari koordinator tetapi dari setiap unit, dengan
demikian berjalannya mekanisme koordinasi berasal dari kesadaran dan

kesediaan setiap unit organisasi itu sendiri. Pendapat ini didukung oleh Daan
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Sugandha yang menyebutkan mekanisme koordinasi hanya akan mungkin terjadi
jika ada kesadaran dan kesediaan sukarela dari semua anggota organisasi atau
pimpinan (untuk kerja sama antar organisasi) kedalam proses pelaksanaan kerja
dibawah pengarahan seseorang yang mempunyai kewenangan fungsional tertentu
dari orang-orang, kepala unit maupun kepala organisasi tertentu yang terlibat

kerjasama ( Daan Sugandha, 1999 : 97).

B. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka berfikir dalam menggambarkan
hubungan konsep yang akan diteliti. Berdasarkan masalah yang dibahas, maka

dapat disusun kerangka konseptual dari penelitian ini sebagai berikut :

Gambar 1
Kerangka Konseptual

Pelaksanaan
Koordinasi

Horizontal

Koordinasi —

Batipuh Koordinasi

Upaya yang
dilakukan

Keterangan Kerangka Konseptual:
Pada kerangka konseptual ini, dapat dijelaskan koordinasi yang dilakukan

di kantor Camat Batipuh untuk melihat bagaimana pelaksanaan koordinasi
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horizontal yang terjadi di kantor Camat Batipuh, serta kendala apa yang
ditemukan dalam pelaksanaan koordinasi dan upaya apa yang dilakukan untuk
mengatasi kendala dalam pelaksanaan koordinasi di kantor Camat Batipuh
Kabupaten Tanah Datar tersebut. Penelitian ini hanya dibatasi dengan definisi
horizontal, yang melihat bagaimana bentuk pelaksanaan koordinasi di kantor

Camat Batipuh.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat diambil kesimpulan

sebagai berikut:

1.  Pelaksanaan Koordinasi yang dilakukan di Kantor Camat Batipuh masih
belum optimal. Karena masih ada pegawai yang kurang disiplin sehingga
adanya penumpukan tugas sehingga terkesan kurang tegasnya cara
penyampaian arahan yang dilakukan oleh Camat di Kantor Camat Batipuh
kepada bawahannya untuk mencapai suatu tujuan organisasi maka perlu
melakukan evaluasi kerja.

2.  Kendala yang ada di Kantor Camat Batipuh Dalam Pelaksanaan Koordinasi
di Kantor Camat Batipuh Kabupaten Tanah Datar adalah:

1) Kendala internal

Kendala internal dalam melakukan Pelaksanaan Koordinasi Antar
Bagian Dalam Pelaksanaan Tugas Kepegawaaian adalah kurang
disiplinnya pegawai dalam melaksanakan tugas pada saat Camat dan
Sekretaris Camat tidak berada di kantor, hasil rapat untuk pencapaian
visi dan misi kantor camat kadang hanya berbentuk teori tapi tidak
dilaksanakan pegawai pada saat bertugas, serta minimnya SDM yang

dimiliki pegawai Kantor Camat Batipuh.

68
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2) Kendala eksternal

Kendala eksternal di Kantor Camat Batipuh Dalam Pelaksanaan
Koordinasi Antar Bagian Dalam Pelaksanaan Tugas Kepegawaaian
adalah adanya masyarakat yang tidak mau bersabar dan ada juga
masyarakat yang mencari teman di kantor camat untuk mengurus suatu
berkas sehingga berkas/data di pelayanan umum banyak bertumpuk
tidak dikerjakan sesuai dengan urutan dan prosedurnya.

Upaya-upaya Yyang dilakukan oleh  Kantor Camat Batipuh dalam
melakukan koordinasi seharusnya harus memperhatikan atau berpedoman

pada hal-hal seperti berikut:

Dikutip dari organisasi, koordinasi, wewenang delegasi dan
penyusunan personalia organisasi (www.elearning.gunadarma.ac.id),

adapun pedoman dalam Koordinasi adalah:

a.  Koordinasi harus terpusat, sehingga ada unsur pengendalian
guna menghindari tiap bagian bergerak sendiri-sendiri yang
merupakan kodrat yang telah ada pada setiap bagian.

b.  Koordinasi harus terpadu, keterpaduan pekerjaan menunjukkan
keadaan yang saling mengisi dan memberi.

c.  Koordinasi harus berkesinambungan, yaitu rangkaian kegiatan
yang saling menyambung, selalu terjadi, selalu diusahakan dan
selalu ditegaskan adanya keterkaitan dengan kegiatan

sebelumnya.
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d. Koordinasi harus menggunakan pendekatan multi
intensional, dengan wujud saling memberi informasi yang
relevan untuk menghindari saling tumpang tindih tugas

yang satu dengan yang lain.

Sehubungan dengan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat penulis

berikan adalah sebagai berikut:

Didalam Kantor Camat Batipuh pelaksanaan koordinasi hendaknya
ditingkatkan lagi. Koordinasi yang dilakukan seharusnya memberikan
perubahan dan peningkatan terhadap kinerja di Kantor Camat Batipuh.
Sehingga meningkatnya pelayanan masyarakat yang diberikan di
Kantor Camat Batipuh Kabupaten Tanah Datar.

Memberikan motivasi kerja kepada pegawai dengan cara memberikan
reward kepada pegawai yang berprestasi baik berupa pujian atau
promosi, melakukan arahan mengenai tugas pokok dan fungsi masing-
masing pegawai dalam berbagai kesempatan seperti rapat dinas, rapat
evaluasi dan kesempatan lainnya.

Memberikan sanksi yang tegas kepada pegawai yang melakukan
pelanggaran untuk meningkatkan disiplin kerja pegawai dan juga
memberikan pengertian kepada masyarakat sekitar mengenai prosedur
dan alur administrasi yang ada di Kantor Camat Batipuh Kabupaten
Tanah Datar sehingga masyarakat memiliki kesadaran terhadap

prosedur dan alur administrasi yang berlaku.
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